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Abstrak

Ketetapan persamaan tarif oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
(Pengda INI) merupakan kebijakan internal organisasi profesi yang dimaksudkan
untuk menjaga solidaritas profesi, mencegah persaingan tidak sehat, serta
mempertahankan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum. Namun, dalam
praktiknya, ketetapan persamaan tarif tersebut menimbulkan perdebatan yuridis
terkait kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata
serta prinsip keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian ketetapan persamaan tarif oleh Pengda INI dengan asas kebebasan
berkontrak dalam hukum perdata Indonesia dan prinsip keadilan Pancasila.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan jabatan notaris dan organisasi profesi, serta bahan hukum
sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, filsafat hukum, dan kenotariatan. Analisis
dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan persamaan tarif oleh Pengda
INI tidak memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual karena tidak memenuhi
syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Ketetapan tersebut hanya berkedudukan sebagai pedoman etik organisasi
profesi sehingga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang
tidak diberlakukan secara memaksa. Ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila,
ketetapan persamaan tarif secara normatif mengandung tujuan keadilan sosial dan
perlindungan martabat profesi, namun dalam tataran praktik belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan substantif karena belum mengakomodasi perbedaan
kondisi ekonomi wilayah, kemampuan masyarakat, serta posisi notaris baru.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Pengda INI menyusun
ketetapan tarif yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan
sosial, sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi, kebebasan
notaris, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris, Ketetapan Persamaan Tarif, Asas Kebebasan Berkontrak,
Keadilan Pancasila, Pengda INI.
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Abstract

The stipulation of uniform notarial fees issued by the Regional Board of the
Indonesian Notary Association (Pengda INI) constitutes an internal policy of the
professional organization aimed at maintaining professional solidarity, preventing
unhealthy price competition, and preserving the dignity of the notarial office as a
public official. However, in practice, such fee stipulation has raised juridical issues
regarding its conformity with the principle of freedom of contract in Indonesian
private law and the principle of Pancasila justice. This research aims to analyze the
conformity of the uniform fee stipulation issued by Pengda INI with the principle
of freedom of contract in Indonesian civil law and the principle of Pancasila justice.

This research is a normative legal study employing statutory, conceptual,
and philosophical approaches. The legal materials used consist of primary legal
materials in the form of laws and regulations related to the notarial profession and
professional organizations, as well as secondary legal materials in the form of books
on law, legal philosophy, and notarial studies. The analysis is conducted
qualitatively through systematic and conceptual interpretation.

The findings indicate that the uniform fee stipulation issued by Pengda INI
does not have binding contractual force because it does not fulfill the legal
requirements of a valid agreement as stipulated in the Indonesian Civil Code. Such
stipulation only constitutes an ethical guideline within the professional organization
and therefore does not violate the principle of freedom of contract as long as it is
not enforced coercively. From the perspective of Pancasila justice, the uniform fee
stipulation normatively reflects the objective of social justice and the protection of
professional dignity; however, in practice, it has not fully realized substantive
justice because it has not adequately accommodated differences in regional
economic conditions, public financial capacity, and the position of newly appointed
notaries.

Based on these findings, it is recommended that Pengda INI formulate a
more flexible, participatory, and socially oriented fee stipulation in order to balance
organizational interests, notarial freedom, and public access to notarial services.

Keywords: Notary, Uniform Fee Stipulation, Freedom of Contract, Pancasila
Justice, Pengda INI.
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